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Abstrak 
Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara penipuan konsumen call center 
ATM Palsu memunculkan sebuah masalah menyangkut batasan terhadap 
informasi yang jelas dan tanggung jawab korporasi atas kerugian yang dialami 
konsumen. Produk layanan jasa call center ATM sebenarnya merupakan 
bagian dari penawaran pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan ekonomis 
dengan mempermudah konsumen melakukan transaksi online. Apa yang 
ditawarkan pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha baik 
keunggulan maupun resiko yang bisa terjadi akibat penggunaan produk 
tersebut. Pemahaman parameter informasi yang jelas sangat penting untuk 
mengukur batasan tanggung jawab korporasi sekaligus pemenuhan hak atas 
informasi yang dimiliki konsumen. Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 telah 
memberikan batasan tersebut selama pelaku usaha memenuhi standar yang 
ditentukan Pemerintah dan memberikan informasi sesuai dengan kondisi 
barang dan/atau jasa. 




The decision of Supreme Court of Customer’s ATM Fake Call Center, cause a 
problem related to the clear information boundary and responsibility to customer 
disadvantages. Actually ATM call center service is a part of corporate offering 
for the economic benefit by online assisting customer transaction system. The 
offering of corporate has become a responsibility whether it is an advantage 
points or risk probability of its product. The understanding of information 
parameter is prominently essential for measuring corporation responsibility 
boundary and also for customer’s rights fulfilling. Act No. 8, 1999 actually has 
given the boundary as long as the corporate fulfilling standard, which is stated 
by the government by giving information according to the goods and or service 
being offered.  




 Perlindungan konsumen di Indonesia seakan memasuki babak yang 
sangat membingungkan pasca dikeluarkannya Putusan Kasasi Mahkamah 
Agung atas perkara call center ATM palsu. Bank sebagai korporasi yang 
bergerak di bidang keuangan mendapatkan sebuah excuse atas kerugian yang 
diderita konsumen terkait penggunaan call center palsu. Putusan kasasi yang 
dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 justru menilai 
korporasi tidak bersalah atas timbulnya kerugian yang dialami nasabah akibat 
call center palsu. Beban ganti rugi justru diletakkan pada nasabah secara 
mandiri atas kerugian yang dialaminya karena mengikuti kemauan pelaku 
kejahatan tanpa berhati-hati.  Majelis Hakim pun dengan suara bulat 
menganggap hal tersebut sebagai resiko negatif yang harus ditanggung 
nasabah sedangkan korporasi sama sekali tidak bersalah karena dianggap 
telah melakukan sistem pengamanan yang baik.  
 Kasus Muhajidin v. Bank Mandiri bermula saat Istri Muhajidin mengalami 
masalah dalam mengoperasikan mesin Automatic Teller Machine (ATM), yaitu 
kartu ATM nasabah tertelan dalam mesin dan tidak dapat dioperasikan. Begitu 
mengetahui hal ini pelaku kejahatan segera menjalankan rencananya dengan 
menyarankan nasabah untuk menghubungi nomor call center ATM Bank palsu 
yang sudah disiapkan sebelumnya dan meminta nomor PIN kartu ATM yang 
dimiliki. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pelaku menguras semua 
uang yang dimiliki nasabah.  
 Pertimbangan putusan Mahkamah Agung atas perkara ini sangat 
bertolak belakang dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) tertanggal 26 April 2011 menghukum korporasi untuk mengganti 
seluruh uang yang diambil call center palsu tersebut. Begitu pula dengan 
Pengadilan Negeri Makassar semakin menguatkan pertimbangan dan putusan 
